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Pemotongan sapi betina produktif merupakan suatu pelanggaran terhadap 
Undang-Undang No.18 Tahun 2009 pasal 18 ayat (2).Ternak ruminansia betina 
produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, 
kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau keperluan pengendalian dan 
penanggulangan penyakit hewan.Namun hal tersebut tidak sesuai dengan yang 
terjadi di lapangan, dimana di salah satu Rumah Potong Hewan (RPH) di Kota 
Makassar tetap melakukan pemotongan sapi betina tersebut.Intensitas 
pemotongan sapi betina sangat tinggi dibandingkan dengan sapi jantan dengan 
jumlah pemotongan per minggu mencapai 200-300 ekor sapi betina yang 
dipotong. Penelitian  ini bertujuan untuk melihat  penerapan UU No. 18 Tahun 
2009 Pasal 18 ayat 2 tentang pelarangan pemotongan sapi betina produktif dan 
apa penyebab sehingga masih dilakukan pemotongan sapi betina produktif di 
RPH Kota Makassar dari perspektif jagal, pihak RPH, pedangan dan konsumen. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2015 bertempat di 
RPH Kota Makassar.Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dan 
menggunakan analisis statistik deskriptif. Sample berjumlah 20 orang yang terdiri 
dari masing-masing 5 orang Pengusaha/Pekerja RPH, Peternak/Pemasok Sapi, 
Pegawai Dinas RPH, dan “Palembara”. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang 
dilakukan secara Observasi dan Wawancara, diketahui bahwa Intensitas 
Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi berada pada skala tidak pernah dilakukan. 
Sedangkan faktor-faktor penyebab pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota 
Makassar, yaitu kurangnya pasokan sapi jantan ke RPH Kota Makassar, 
kebutuhan ekonomi peternak, permintaan pasar/kurangnya stok daging yang 
dipasok, populasi sapi betina lebih banyak, pengawasan terhadap pemotongan 
sapi betina sangat kurang, harga sapi betina lebih murah, dan sapi jantan banyak 
disimpan untuk kebutuhan hari raya. 
Kata kunci : Sapi Betina Produktif, Undang-Undang, Rumah Potong Hewan.
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Cutting  Cows is a banned of Law No. 18/2009 article 18 verse (2). The 
Cows slaughtered banned  because it is a good livestock producer except for the 
purposes of research, breeding or controling and prevention of animal disease. But 
in fact, it doesn’t correct to what happens, where in one of the Slaughter House 
(RPH) in Makassar fixed cutting the Cows. The intensity of slaughter Cows was 
very high compared the Bulls by the number of cut 200-300 cows were cut per 
week. This study aims to see the implementation of the law No. 18/2009 article 18 
verse (2) and the causes that are still cutting of Cows in slaughter House of 
Makassar. This study was held on October-November 2015 in Slaughter house of 
Makassar. The kind of this study is quantitative-descriptive and using descriptive 
statistic analysis. There was 20 samples consist of 5 people employees of 
slaughter house, farmers, official government, and consumers. Based on the result 
of data collected that doing by observation and interview, the results show that 
intensity of socialiszation, monitoring and evaluation there was in scale Never 
Done. Whereas the causes factors cutting Cows in slaughter of Makassar are less 
of supply of Bulls to the slaughter of Makassar, the economic needs of farmers, 
market demand/less of stock of meat supplied, the populatian of Cows more high 
than Bulls, controlling of cutting Cows is very less, the price of The Cows is 
cheaper and The Bull is deposited to the needs of the feast day. 
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1. Latar Belakang 
Pemotongan sapi betina merupakan hal yang sangat memprihatinkan di 
dalam sektor peternakan khususnya peternakan sapi potong, dimana sapi betina 
merupakan asset yang seharusnya dijaga agar dapat tetap bereproduksi sehingga 
mencukupi kebutuhan pangan hewani di Indonesia.Namun hal ini tidak berjalan 
seperti yang diharapkan pemotongan masih saja dilakukan tanpa melihat sapi 
betina ini produktif atau tidak.Berdasarkan pemantauan direktorat Jenderal 
Peternakan, pemotongan ternak khususnya sapi dan kerbau menunjukkan 
bahwa 40% dari jumlah ternak yg dipotong adalah adalah ternak betina dan dari 
jumlah tersebut 25% diantaranya adalah betina produktif.Hal tersebut berarti 
lebih kurang 10% dari jumlah pemotongan ternak betina yang produktif, 
sisanya 5% merupakan ternak majir & 10% sapi tua. Secara nasional data rata-
rata pemotongan ternak sapi tercatat 1,7 juta ekor/tahun dan apabila 
diasumsikan 10% tingkat pemotongan sapi betina produktif,maka jumlah sapi 
betina yang dipotong sebesar 170 ribu ekor/tahun. Daerah Sulawesi selatan 
sendiri dari data pemotongan hewan, pada tahun 2014 dari 101.590 ekor sapi 
yang dipotong, 76,3 persen atau lebih dari 77 ribu ekor diantaranya adalah sapi 
betina. 
Pemotongan sapi betina produktif merupakan suatu pelanggaran terhadap 
Undang-Undang dimana Dasar Hukum Larangan Pemotongan Sapi Betina 
Produktif adalah Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (2). Ternak ruminansia betina produktif dilarang 
disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk 
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keperluan penelitian, pemuliaan atau untuk keperluan pengendalian dan 
penanggulangan penyakit hewan. 
Pemotongan sapi betina produktif dapat dilakukan jika hanya untuk 
keperluan yang bersifat untuk penelitian, pemuliaan dan pengendalian dan 
penanggulangan penyakit, namun yang terjadi di lapangan bahwa pemotongan 
sapi betina produktif bukan didasarkan akan hal tersebut tetapi dengan dasar 
ekonomi. Pemotongan sapi betina produktif yang terus menerus dilakukan bisa 
mengindikasikan dapat menurunkan populasi sapi potong,  
Asosiasi Pengusaha Pemotongan Hewan Indonesia (APPHI) atau Asosiasi 
Jagal Indonesia membenarkan soal pemotongan sapi betina produktif 
(APPHI,2011).Lebih lanjut disampaikan bahwa Sebanyak 60 % sapi betina 
produktif terpotong per harinya di Sulawesi Selatan atau sekitar 100-200 ekor 
sapi.Sebagian besar alasan pemotongan sapi betina produktif untuk 
perdagangan.Sapi betina produktif yang disembelih untuk dijual di pasaran 
berumur sekitar 2 sampai 4 tahun.Padahal, sapi betina diperbolehkan disembelih 
jika berumur 8 tahun ke atas atau sudah tidak masuk masa produktif. 
Menurut Dwiyanto (2011), di salah satu RPH resmi di pulau Jawa 
dijumpai bahwa 95% sapi yang dipotong setiap harinya adalah betina, sebagian 
besar adalah betina muda, dan diantaranya adalah sapi betina dalam kondisi 
bunting. Secara nasional, diperkirakan sekitar 150-200 ribu ekor sapi betina 
produktif dipotong setiap tahunnya. Jumlah ini sangat besar dan patut diduga akan 
menggangu populasi produksi daging yang berasal dari sapi lokal. 
Untuk mencegah pemotongan sapi betina produktif harus dilakukan 
dengan berbagai pendekatan baik yang bersifat teknis ekonomis maupun sosial 
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budaya.Kebijakan yang sudah ada harus diimplementasikan dengan baik, dan 
untuk setiap wilayah perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada 
(Dwyanto, 2011). 
Penyelamatan sapi betina produktif di sektor hulu adalah kegiatan 
penyelamatan yang dilaksanakan di pasar hewan.Penyelamatan sapi betina 
produktif di sektor hilir adalah kegiatan penyelamatan yang dilakukan di rumah 
potong hewan (Kementan, 2010). Berdasarkan penjelasan tersebut ternyata hal ini 
tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan dimana di salah satu RPH di Kota 
Makassar tetap melakukan pemotongan sapi betina tersebut dimana intensitas 
pemotongan sapi betina sangat tinggi dibandingkan dengan sapi jantan dengan 
jumlah pemotongan per minggu mencapai 200 hingga 300 ekor sapi betina yang 
dipotong. Pertanyaan yang muncul mengapa hal tersebut bisa terjadi sedangkan 
aturannya sudah jelas yaitu UU No. 18 Tahun 2009 Pasal 18 ayat 2 yang 
mengatur mengenai pemotongan sapi betina produktif, apakah aturan ini sudah di 
implementasikan dengan baik dan betul-betul sesuai dengan Undang-undang yang 
ada atau ada hal lain yang menyebabkan pemotongan sapi betina produktif masih 
tetap dilakukan meskipun aturannya telah dilaksanakan.  
Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini dilakukan untuk melihat 
sejauh mana impelementasi UU No. 18  Tahun 2009 Pasal 18 Ayat 2 tentang 
pelarangan pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Makassar dan apa 






2. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana implementasi UU No.18 Tahun 2009 tentang pelarangan 
pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Makassar. 
2. Apa penyebab pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Makassar. 
3. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat  penerapan UU No. 18 Tahun 2009 
Pasal 18 ayat 2 tentang pelarangan pemotongan sapi betina produktif dan apa 
penyebab sehingga masih dilakukan pemotongan sapi betina produktif di RPH 
Kota Makassar dari perspektif jagal, pihak RPH, pedangan dan konsumen.  
4. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Sebagai bahan informasi bagi peternak dan stakeholder yang terlibat dalam 
usaha Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan prosedur usaha 
pemotongan sapi. 
2. Kegunaan bagi pemerintah dan instansi terkait, yakni sebagai bahan 
informasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam usaha 
peternakan khususnya usaha sapi potong. 
3. Kegunaan bagi peneliti selanjutnya, peneletian ini dapat dijadikan 
sumbangan pemikiran atau sumber informasi bagi mahasiswa yang 




1. Populasi Sapi Potong 
Sapi Bali merupakan sapi potong asli Indonesia dan merupakan hasil 
domestikasi dari Banteng (Bos bibos) (Hardjosubroto, 1994), dan merupakan sapi 
asli pulau Bali (Sutan, 1988).Sapi Bali menjadi primadona sapi potong di 
Indonesia karena mempunyai persentase karkas tinggi dengan daging tanpa lemak   
(Pane, 1990). 
Sapi potong (pedaging) merupakan salah satu penghasil daging yang 
memiliki nilai ekonomi tinggi dan penting artinya di dalam kehidupan 
masyarakat.Ternak sapi potong sebagai salah satu sumber protein berupa daging, 
produktivitasnya masih sangat memprihatinkan karena volumenya masih jauh dari 
target yang diperlukan konsumen.Permasalahan ini disebabkan oleh produksi 
daging masih rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan volume produksi 
daging masih rendah antara lain populasi dan produksi rendah (Sugeng, 2007). 
Kebutuhan daging sapi didalam negeri belum mampu dicukupi oleh 
peternak di Indonesia sebagai produsen lokal. Produksi daging sapi di Indonesia 
hingga tahun 2012 mencapai 485.330 ton, sedangkan populasi sapi potong di 
Indonesia hingga tahun 2012 hanya mencapai 14.824.370 ekor (Departemen 
Pertanian, 2012). Kondisi ini menyebabkan Indonesia melakukan impor daging 
sapi maupun ternak sapi, selain itu banyak terjadi pemotongan ternak produktif 
untuk memenuhi permintaan daging sapi, yang akhirnya dapat menyebabkan 
populasi ternak sapi semakin menurun, oleh karena itu peningkatan populasi sapi 
potong perlu dilakukan (Yuliati, dkk., 2014). 
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Populasi sapi dan kerbau pada 1 Mei 2013 mencapai 14,2 juta ekor atau 
mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan dengan hasil pendataan 
sapi potong, sapi perah, dan kerbau (Badan Pusat Statistika, 2013). 
Populasi sapi dan kerbau hasil sensus ternak mencapai 16,7 juta ekor. 
Populasi mengalami penurunan pada tahun ini mencapai 2,5 juta ekor atau sekitar 
15% bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2011. Penyebab utama 
penurunan populasi sapi potong adalah maraknya pemotongan sapi dalam 
beberapa tahun terakhir sebagai dampak naiknya harga di pasaran tanpa 
diimbangai dengan upaya pemerintah meningkatkan populasi sapi potong di 
dalam negeri secara berkelanjutan (Badan Pusat Stastika, 2011). 
Pemotongan sapi betina produktif yang keberadaannya penting untuk 
meningkatkan populasi.Hal ini dapat dicegah melalui monitoring yang ketat 
dengan memanfaatkan data hasil sensus ternak.Pemotongan sapi di Indonesia 68 
persen dari populasi sapi potong adalah sapi betina produktif.Untuk mencegah 
pemotongan sapi betina produktif, Undang - undang No. 18 Tahun 2009 tentang 
peternakan dan kesehatan hewan yang mengatur mengenai larangan pemotongan 
sapi betina produktif serta sanksi hukumnya mestinya juga ditegakkan     
(Sudarjat, 2003). 
Konsekuensinya, swasembada daging pada 2014 belum dapat 
dicapai.berdasarkan terminologi FAO (Food and Agriculture Organization), suatu 
negara dianggap telah mencapai swasembada jika impor daging maksimal hanya 
10% dari kebutuhan nasional. Kebutuhan daging nasional saat ini ditaksir sekitar 
600 ribu ton dalam setahun dengan populasi sapi potong yang menyusut, tidak 
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dapat tercapai bila 90% dari kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dari sapi potong 
dalam negeri (Syamsu, 2011). 
Sulawesi Selatan pernah meraih predikat sebagai lumbung ternak sapi 
dengan kemampuan memasok kebutuhan pengadaan ternak sapi bibit atau sapi 
potong untuk daerah atau provinsi lain. Namun, dewasa ini Sulawesi Selatan 
kurang mampu lagi memenuhi permintaan tersebut. Sampai akhir tahun 1990-an, 
populasi sapi di Sulawesi Selatan mencapai 1,2 juta ekor, dan merupakan wilayah 
dengan populasi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa 
Tengah. Lima tahun terakhir, populasi sapi hanya 700-an ribu ekor saja atau turun 
sekitar 40%. Penyebab kondisi tersebut antara lain in breeding yang berlangsung 
cukup lama sehingga produksi ternak bibit rendah dan kurangnya pengendalian 
pemotongan betina produktif (Syamsu, 2011). 
Pertumbuhan populasi sapi ditentukan oleh keseimbangan antara jumlah 
kelahiran dan kematian, pemotongan serta penjualan ternak sapi ke luar daerah. 
Jika hal ini tidak diperhatikan, akan terjadi pengurasan sumber daya ternak. 
Pemotongan dan pengiriman ternak bibit atau sapi potong yang tidak terkendali 
hanya untuk memenuhi tuntutan pemenuhan kebutuhan konsumsi daging semata 
dengan mengabaikan perkembangan populasinya.Dampaknya adalah menurunnya 
mutu ternak, karena ternak berkualitas baik tidak tersisakan untuk 
pembibitan.Selain itu, terjadinya pemotongan sapi betina produktif sehingga 





2. Rumah Potong Hewan (RPH) 
RPH merupakan salah satu unit usaha yang sangat penting dalam menjaga 
kehalalan pangan yang beredar di masyarakat (Zarkasi, 2014). Menurut SK 
Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun 2006, RPH adalah suatu bangunan 
atau kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi 
persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat 
pemotongan hewan, usaha dan kegiatan di RPH meliputi : pemotongan, 
pembersihan lantai tempat pemotongan, pembersihan kandang penampung, 
pembersihan kandang isolasi, dan/atau pembersihan isi perut dan air sisa 
perendaman.  
Menurut Lestari (1994) bahwa RPH mempunyai fungsi antara lain    
sebagai : 
1. Sarana strategis tata niaga ternak ruminansia, dengan alur dari peternak, 
pasar hewan, RPH yang merupakan sarana akhir tata niaga ternak hidup, 
pasar swalayan/pasar daging dan konsumen yang merupakan sarana awal 
tata niaga hasil ternak. 
2. Pintu gerbang produk peternakan berkualitas, dengan dihasilkan ternak 
yang gemuk dan sehat oleh petani sehingga mempercepat transaksi yang 
merupakan awal keberhasilan pengusaha daging untuk dipotong di RPH 
terdekat.  
3. Menjamin penyediaan bahan makanan hewani yang sehat, karena di RPH 
hanya ternak yang sehat yang bisa dipotong. 
4. Menjamin bahan makanan hewani yang halal.  
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5. Menjamin keberadaan menu bergizi tinggi, yang dapat memperkaya 
masakan khas Indonesia dan sebagai sumber gizi keluarga/rumah tangga. 
6. Menunjang usaha bahan makanan hewani, baik di pasar swalayan, 
pedagang kaki lima, industri pengolahan daging dan jasa boga. 
Syarat – syarat RPH dalam Kesmavet (1993) telah diatur juga di dalam SK 
Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986. Persyaratan ini dibagi 
menjadi prasyarat untuk RPH yang digunakan untuk memotong hewan guna 
memenuhi kebutuhan lokal di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, 
memenuhi kebutuhan daging antar Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II 
dalam satu Provinsi Daerah Tingkat I, memenuhi kebutuhan daging antar Provinsi  
Daerah Tingkat I dan memenuhi kebutuhan ekspor. Berdasarkan SK Menteri 
Pertanian Nomor 13/Permentan /OT.140/1/2010 tentang persyaratan RPH 
ruminansia dan unit penanganan daging (meat cutting plant) telah ditetapkan 
persyaratan teknis RPH. RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam 
penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal serta berfungsi sebagai sarana 
untuk melaksanakan : 
1. Pemotongan hewan secara benar (sesuai dengan persyaratan kesehatan 
masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama) ; 
2. Tempat melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong (ante-mortem 
inspection), pemeriksaan karkas dan jeroan (post-mortem inspection) untuk 
mencegah penularan penyakit zoonosis ke manusia ; 
3. Tempat pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang 
ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem guna 
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pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular 
dan zoonosis di daerah asal hewan.  
Menurut Soeparno (1994) pada dasarnya ada dua cara atau teknik 
pemotongan atau penyembelihan ternak, yaitu teknik pemotongan ternak secara 
langsung dan teknik pemotongan ternak secara tidak langsung. Pemotongan 
ternak secara langsung, dilakukan setelah ternak diperiksa dan dinyatakan sehat, 
maka ternak langsung dapat disembelih.Pemotongan ternak secara tidak langsung 
ialah ternak dipotong setelah dilakukan pemingsanan dan ternak telah benar -
benar pingsan. 
Menurut Nuhriawangsa (1999) bahwa hewan yang disembelih harus 
memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan menurut syariah. 
Penyembelihan dilaksanakan dengan memotong mari’ (kerongkongan), hulqum 
(jalan pernapasan) dan dua urat darah pada leher. Menurut Kartasudjana (2011) 
pada proses pemotongan ternak di Indonesia harus benar-benar memperhatikan 
hokum - hukum agama Islam, karena ada kewajiban menjaga ketentraman batin 
masyarakat.  
Penyembelihan hewan potong di Indonesia harus menggunakan metode 
secara Islam (Kesmavet, 1992).Hewan yang disembelih harus memenuhi syarat 
dan rukun yang telah ditentukan menurut syariah. Penyembelihan dilaksanakan 
dengan memotong mari’ (kerongkongan), hulqum (jalan pernapasan) dan dua urat 
darah pada leher (Nuhriawangsa, 1999).  
Hewan yang telah pingsan diangkat pada bagian kaki belakang dan 
digantung (Blakely dan Bade, 1992).Pisau pemotongan diletakkan 45 derajat pada 
bagian brisket (Smith, dkk., 1978), dilakukan penyembelihan oleh modin dan 
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dilakukan bleeding, yaitu menusukan pisau pada leher kearah jantung (Soeparno, 
1992). Selanjutnya menurut Blakely dan Bade (1992) bahwa posisi ternak yang 
menggantung menyebabkan darah keluar dengan sempurna. Hewan yang dipotong 
baru dianggap mati bila pergerakan-pergerakan anggota tubuhnya dan lain-lain 
bagian berhenti (Ressang, 1962). 
3. Sapi Betina Produktif 
Sapi betina produktif adalah sapi yang melahirkan kurang dari 5 (lima) 
kali atau berumur dibawah 8 (delapan) tahun, atau sapi betina yang berdasarkan 
hasil pemeriksaan reproduksi dokter hewan atau petugas teknis yang ditunjuk di 
bawah pengawasan dokter hewan dan dinyatakan memiliki organ reproduksi 
normal serta dapat berfungsi optimal sebagai sapi induk (Kementan,2010). 
Memelihara sapi betina produktif akan meningkatkan kelahiran dan 
populasi sapi potong (Kementan,2010).Memelihara sapi betina produktif  bisa 
memberi keuntungan lebih kepada para peternak diantaranya adalah dapat 
mengembangkan peternakan dengan menghasilkan anak sapi dan memperoleh 
susu untuk dikonsumsi dan dijual (Anonim,2012).  
Sapi betina produktif yang belum bunting, selanjutnya di IB sampai terjadi 
kebuntingan. Setelah ternak sapi betina produktif tersebut bunting 3-5 bulan, sapi 
tersebut dijual kepada kelompok lain atau masyarakat yang memerlukan untuk 
dibudidayakan lebih lanjut (Kementan,2010). Dijelaskan lebih lanjut bahwa 
tumbuhnya kesadaran kelompk peternak dalam penyelamatan sapi betina 
produktif sebagai sumber produksi anakan dalam wadah kelompok usaha, akan 
mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya unit pembibitan sapi potong dan 
unit usaha penggemukan (fattening). 
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Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan, sapi betina yang boleh di potong adalah yang mempunyai ciri-ciri 
sebagai berikut : 
1. Berumur lebih dari 8 (delapan) tahun atau sudah lebih dari 5 (lima) kali 
2. Tidak produktif (majir) dinyatakan oleh dokter hewan atau tenaga asisten 
control teknik reproduksi di bawah penyeliahan dokter hewan. 
3. Mengalami kecelakaan yang berat 
4. Menderita cacat tubuh yang bersifat genetis yang dapat menurun pada 
keturunannya sehingga tidak baik untuk ternak bibit. 
5. Menderita penyakit menular yang menurut Dokter Hewan pemerintah 
harus dibunuh/dipotong bersyarat guna membrantas dan mencegah 
penyebaran penyakitnya, menderita penyakit yang mengancam jiwanya. 
6. Membahayakan keselamatan manusia (tidak terkendali). 
4. Dasar Hukum Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif 
 Dasar hukum larangan pemotongan sapi betina produktif adalah Undang-
Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 
ayat 2 bahwa ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena 
merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, 
pemuliaan atau untuk keperluan pengendalian dan penanggulangan penyakit 
hewan. 
 Dijelaskan lebih lanjut bahwa jika larangan pemotongan ternak betina 
produktif tetap dilanggar maka ada sangsi hukumannya dan ini berlaku pula untuk 
pemotongan ternak ruminansia kecil. Ketentuan Pidana pada Undang-Undang 
No.18 Tahun 2009 pasal 86 sebagi berikut : 
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1. Ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud pada 
pasal 18 ayat 2 dipidana dengan pidan kurungan paling singkat 1 (satu) 
bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit 
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,- (lima 
juta rupiah). 
2. Ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 18 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) 
bulan dan paling lama 9 (Sembilan) bulan dan atau denda paling sedikit 
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.25.000.000,- (dua 
puluh lima juta rupiah). 
3. Pelanggaran pasal 18 (2) juga termasuk pelanggaran yang dikenakan 
sangsi administrative, antara lain: peringatan secara tertulis, penghentian 
sementara ijin pemotongan (jagal), pencabutan ijin pemotongan/jagal dan 
pengenaan denda. 
Sebenarnya upaya pengendalian pemotongan ternak betina produktif telah 
dimulai sejak zaman Belanda.Hal ini dilihat dari adanya peraturan perundang-
undangan pelarangan pemotongan ternak betina produktif yang tertuang dalam 
Staatblad No. 614 pasal 2 tahun 1936. Kemudian dipertegas dengan Instruksi 
Bersama antar Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 1979 
tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina 
Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit. 
Disamping itu dalam Staatblad tahun 1936 dijelaskan juga bahwa dilarang 
menyembelih atau menyuruh menyembelih ternak besar bertanduk (sapid dan 
kerbau) yang betina. Alas an dan tujuan larangan tersebut yaitu untuk mencegah 
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penurunan perkembangan ternak sapi/kerbau tersebut, menjamin kelestarian dan 
meningkatkan produksi serta mencegah menurunnya jumlah populasi ternak sapi 
dan kerbau. 
5. Alasan Pemotongan Sapi Betina Produktif 
Sampai saat ini, berbagai upaya kebijakan telah ditempuh  pemerintah 
(pusat dan daerah) untuk penyelamatan  sapi betina produktif, baik secara makro 
(kebijakan pelarangan pemotongan dan pembatasan pengeluaran sapi betina 
produktif)  maupun secara mikro (kebijakan pemberian dana insentif pada 
peternak), namun  pemotongan sapi betina produktif di RPH dan perdagangan 
sapi betina produktif antar pulau dan pasar  hewan  di  wilayah  sentra  produksi  
masih  terus  berlangsung  dan  bahkan  sulit untuk  dikendalikan  (Sonjaya, 
2012). 
Pemotongan sapi betina produktif sering dilakukan salah satunya 
dikarenakan jumlah pasokan daging sapi betina lebih besar dibandingkan dengan 
jumlah populasi sapi jantan.Populasi sapi betina untuk di Sulawesi Selatan 
mencapai 705.119 ekor dibandingkan sapi jantan hanya mencapai 278.917 ekor 
(Data Sensus Pertanian, 2013). 
Hafid dan Syam (2001)  dan  Soejosopoetro  (2011)  menemukan  bahwa  
penyebab  utama  penurunan populasi  sapi  potong  adalah  seringnya  terjadi  
kasus  pemotongan  sapi  betina  yang masih produktif di RPH, dan jumlah 
pemotongan sapi betina produktif tersebut sudah melampaui  ambang  batas  
keamanan  dalam  kelestarian  dan  pengembangan populasinya.  Selanjutnya,  
ditemukan  bahwa  penyebab  dari  pemotongan  sapi  betina produktif  adalah  
karena  banyak  RPH   hanya  berorientasi  keuntungan,  dan  alasan utama  jagal  
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memotong  sapi  betina  produktif  adalah    sulit  mencari  sapi  kecil  untuk 
dipotong, sapi jantan sudah diantar pulaukan, tidak paham kalau memmotong sapi 
produktif melanggar undang-undang, harga sapi betina lebih murah dibanding 
sapi jantan tetapi harga dagingnya sama. 
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Bambang Soejosopoetra (2011) di 
RPH Malang juga menyebutkan bahwa pemotongan sapi betina produktif 
disebabkan oleh rendahnya tingkta kelahiran sapi yang tidak mampu 
mengimbangi pemotongan sapi yang dilakukan. Kemungkinan lain terjadinya 
pemotongan sapi betina produktif adalah faktor-faktor 1. atas dasar permintaan 
pemotongan sapi betina yang lebih muda, 2. Penjualan sapi betina produktif oleh 
peternak di pedesaan karena untuk mencukupi kebutuhan pokoksehari-hari 
keluarganya karena tidak mempunyai uang cash (Atmadilaga,1983).  
Agung, Djojowidagdo, Arito dan Sunardi. (1981) bahwa imbangan jumlah 
pemotongan dengan populasi tidak melampau batas toleransi yaitu sebesar 12%. 
Apabila persentase pemotongan melebih batas toleransi, maka akan mengganggu 










1. Waktu dan Tempat 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 2015 di 
RPH Kota Makassar.Alasan penentuan lokasi tersebut yaitu RPH tersebut 
merupakan salah satu RPH yang memiliki tingkat pemotongan Sapi Potong 
terbanyak di Sulawesi Selatan. 
2. Jenis dan Analisis Penelitian 
 Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dan analisis yang 
digunakan adalah statistik deskriptif yaitu analisis penelitian yang sifatnya 
menggambarkanpenyebab pemotongan sapi betina produktif serta penerapan UU 
No.18 Tahun 2009 pasal 18 ayat (2) di RPH Kota Makassar. 
3. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan orang-orang yang terlibat 
pada kegiatan RPH (Rumah Potong Hewan)di RPH Kota Makassar seperti 
Pengusaha, Pegawai RPH, Pekerja (jagal) RPH, peternak, dan konsumen. 
Penentuan sample dilakukan secara Purposive sampling dengan 
pertimbangan mereka sebagai pelaku usaha yang terlibat langsung dalam 
pemotongan ternak di RPH, yaitu : 
1. Pengusaha /Pekerja RPH : 5 org 
2. Peternak/Pemasok Sapi : 5 org 
3. Pegawai Dinas RPH : 5org 
4. “Palembara”  : 5 org + 




4. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data yang digunakan : 
Data yang digunakan bersifat pernyataan (Kualitatif) yang dikuantitatifkan, 
sehingga penelitian ini menggunakan jenis data penelitian Kualitatif. 
2. Sumber data yang di gunakan : 
a. Data primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara langsung 
dengan pengusaha/pekerja RPH, pemasok sapi, pegawai RPH dan 
Konsumen. 
b. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari instansi-
instansi terkait, Biro Pusat Statistik, Sensus Pertanian, Pemerintah 
Setempat dan lain-lain yang telah tersedia yang ada kaitannya dengan 
penelitian ini. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 
adalah: 
1. Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung 
terhadap kondisi lokasi penelitian di RPH Kota Makassar. 
2. Wawancara yaitu pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan 
peternak yang menjadi sampel penelitian dengan menggunakan kuisioner . 
Identitas pribadi meliputi nama, umur, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan 






6. Variabel Penelitian 
Variabel penelitian ini adalahUU No 18 Tahun 2009 Pasal 18 Ayat 2 dan 
Pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Makassar. Pengukuran ini 
didasarkan pada indikator pengukuran sebagai berikut : 
Tabel 1.Indikator Pengukuran Variabel Penelitian 
Variabel Sub Variabel Indikator 
Implementasi 
UU No. 18 
Tahun 2009 
Pasal 18 Ayat 2 
1. Sosialisasi  
2. Evaluasi 
3. Monitoring 
1. Intensitas dilakukannya sosialiasi 
2. Intensitas dilakukannya evaluasi 



















1. Jumlah sapi yang dipasok ke RPH 
berdasarkan jenis kelamin 
2. Kebutuhan Ekonomi Peternak 
3. Jumlah sapi yang dipasok ke RPH 
berdasarkan jenis kelamin. 
4. Jumlah pemenuhan suplai daging 
sapi. 
5. Harga sapi betina dibandingkan sapi 
jantan. 
7. Analisis Data 
 Analisis data yang digunakan adalah statistic deskriptif yaitu untuk 
menggambarkan indikator implementasi UU No 18 Tahun 2009 Pasal 18 Ayat 2 
yaitu sosialisai, monitoring dan evaluasi yang diolah dengan menggunakan skala 
Likert, serta indikator pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Makassar. 
Skoring : 
Sering (S)  : 3 
Jarang (J)  : 2 




1. Indikator Sosialisasi UU No.18 Tahun 2009 Pasal 18 Ayat 2 
 Nilai Tertinggi : 3 X 10 = 30 
 Nilai Terendah : 1 X 10 = 10 




10                           16.66                                     23.22                               30 
  
 
     Tidak Pernah (TP)                       Jarang (J)                           Sering (S)  
2. Indikator Monitoring UU No.18 Tahun 2009 Pasal 18 Ayat 2 
3. Nilai Tertinggi : 3 X 10 = 30 
4. Nilai Terendah : 1 X 10 = 10 




10                                 16.66                                     23.22                               30 
  
 
      Tidak Pernah (TP)                  Jarang (J)                      Sering (S)   
3.IndikatorEvaluasi UU No.18 Tahun 2009 Pasal 18 Ayat 2 
3. Nilai Tertinggi : 3 X 10 = 30 
4. Nilai Terendah : 1 X 10 = 10 




10                                 16.66                                     23.22                               30 
  
 




8. Konsep Operasional 
1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 
yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya 
dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap fix. 
2. Sapi Betina Produktif adalah sapi yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali 
atau berumur dibawah 8 (delapan) tahun, atau sapi betina yang berdasarkan 
hasil pemeriksaan reproduksi dokter hewan atau petugas teknis yang ditunjuk 
di bawah pengawasan dokter hewan dan dinyatakan memiliki organ 
reproduksi normal serta dapat berfungsi optimal sebagai sapi induk 
3. Pegawai RPH adalah pegawai negeri sipil/honorer serta staf yang berada di 
UPTD RPH Kota Makassar yang bertugas mengatur dan mengontrol jalannya 
proses di RPH Kota Makassar. 
4. Pengusaha/Pekerja RPH adalah orang-orang yang merupakan pengusaha 
pemotongan sapi dan juga bertindak sebagai jagal di RPH Kota Makassar. 
5. Peternak/Pemasok Sapi adalah penyuplai sapi potong ke RPH Kota Makassar 
dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan baik untuk di potong ataupun di jual 
hidup. 
6. Palembara adalah pembeli daging yang juga sebagai penyalur daging yang 
mereka beli dari RPH kemudian disalurkan lagi ke pedagang-pedagang yang 





KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
Pada tahun 1961 pemerintah swaparaja Kota Madya Makassar membangun 
rumah potong hewan (RPH) di wilayah kerung-kerung seluas 1 Ha. Setelah 25 
tahun kemudian, lokasi ini dipandang tidak layak lagi oleh karena : 
1. Areal sekitar RPH telah menjadi areal pemukiman padat penduduk, areal 
perkantoran dan aktifitas lain masyarakat kota madya ujung pandang. 
2. Kapasitas RPH sudah tidak mampu lagi menampung hewan potong yang 
jumlahnya semakin banyak. 
3. Aktifitas RPH telah menimbulkan pencemaran yang hebat bagi lingkungan 
di sekitar. 
Seiring dilaksanakan rencana induk kota (RIK) 1984-2004, pemerintah kota 
madya ujung pandang telah merencanakan dan mengalokasikan pembangunan 
RPH yang lebih representative di wilayah tamangapa, panakukkang (Sekarang 
Kecamatan Manggala). 
Rumah potong hewan mulai dibangun pada tahun angggaran 1989/1990 dan 
diresmikan penggunaannya pada tahun 1990 dengan RPH tamangapa. Tahun 1991 
difungsikan dan dikelola oleh uptd dinas peternakan kota madya ujung pandang 
dengan system pengelolaan dan operasionalnya dilakukan secara lebih baik dari 
RPH kerung-kerung. Namun beberapa tahun kemudian, pengelolaan RPH 
tamangapa dianggap kurang efektif dan asset yang ada tidak terpelihara baik 
dimana beberapa sarana dan prasarana mengalami kerusakan. 
Pada tahun 1999 Pemkot Makassar menerbitkan Perda no. 6 tahun 1999 
tentang pendirian PDRumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Makassar dan 
Perda No. 11 Tahun 2000 tentang ketentuan-ketentuan pokok badan pengawas, 
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direksi dan kepegawaian pd rph kota makassar dengan segala aturan yang 
mengikat. Pendirian ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan rph 
melalui pengelolaan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan daerah. Untuk 
itulah maka pada tahun 2001 pengelolaan rph dialihkan dari UPTD dinas 
peternakan ke PD RPH Kota Makassar. 
PD RPH Kota Makassar memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk 
meningkatkan manajemen pengelolaannya, menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan usaha, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 
khususnya ketersediaan daging hewani yang layak konsumsi bagi masyarakat 
Kota Makassar dan sekitarnya. Selain itu juga diharapkan mampu menghasilkan 
profit sebagai suatu badan usaha, 
 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dan Bertanggung Jawab 
Pucuk pimpinan organisasi dan manajemen PD RPH Kota Makassar tertinggi 
adalah walikota pemerintah kota makassar sekaligus pemegang saham. Pemkot 
makassar selanjutnya memeberikan mandate pengelolaan kepada dewan pengawas 
dan direksi perusahaan daerah RPH Makassar. Untuk operasionalnya 
dilaksanakan sepenuhnya oleh direksi yang dibentuk berdasarkan peraturan 
walikota makassar No. 117 Tahun 2006. Pelaksanaannya di awasi oleh badan 
pengawas sebagaimana diatur dalam perda no. 11 tahun 2000 tentang ketentuan-
ketentuan pokok badan pengawas, direksi dan kepegawaian PD RPH Kota 
Makassar. 
 Adapun hirarki pengambilan keputusan sbb : 
a. Walikota makassar sebagai pemegang saham/komisaris utama pd rph kota 
makassar adalah pucuk tertinggi pengambil keputusan dan kebijakan dan 
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dalam menjalankan fungsi control walikota makassar dibantu oleh badan 
pengawas 
b. Direktur PD RPH adalah pemegang mandat dalam menjalankan manajemen 
dan pelaksanaan perusahaan dan diangkat berdasarkan surat keputusan 
pengangkatan rapat umum pemegang saham/komisaris. Dalam menjalankan 
tugasnya direksi dibantu oleh kepala bagian dan kepala seksi serta staf. 
c. Operasional lapangan oleh seksi seksi berdasarkan pembagian tugas dan job 
masing masing sesui standar oprasional prosedur (SOP) berdasarkan arahan 
arahan direksi yang telah dituangkan dalam perencanaan kerja. 
Secara kelembagaan dan hukum pihak pihak yang terlibat dan bertanggung 
jawab dalam PD RPH Kota Makassar adalah semua person yang telah ditetapkan 
dalam dokumen resmi dan berkekuatan hokum baik dalam Surat Keputusan (SK) 
maupun dalam bentuk Peraturan Pemerintah. 
Berdasarkan struktur organisasi PD RPH Kota Makassar yang terbaru adalah 
peraturan Walikota Makassar No. 17 Tahun 2006, tentang Susunan organisasi dan 
tata kerja PD RPH Kota Makassar tanggal 30 November 2006 dan Peraturan 
Daerah No. 11 Tahun 2000, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas 
Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Makassar (Lembar Daerah 
















































DIREKTUR UMUM DIREKTUR OPERASIONAL 








































Umur biasanya akan berbanding lurus dengan kondisi fisik seseorang, 
umur yang lebih muda cenderung memiliki kemampuan fisik yang lebih kuat 
dibandingkan dengan mereka yang lebih tua. Umur dapat mempengaruhi 
produktifitas pada usaha peternakan sebab dalam usaha peternakan sangat erat 
kaitannya dengan kemampuan kerja serta kemampuan berpikir dalam hal 
manajerial kegiatan usaha. 
 Klasifikasi responden berdasarkan tingkat umur yang ada di RPH Kota 
Makassar dapat dilihat pada Tabel 2. 
Tabel 2.Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Umur di RPH Kota 
Makassar. 









3 20-34 (Rendah) 0 0 
Total  20 100 
Sumber: Data Primer Yang Telah Diolah, 2016 
 Tabel 2 Menjelaskan bahwa keadaan responden di RPH Kota Makassar 
berdasarkan umur yaitu didominasi umur sedang yaitu kisaran umur 35-49 tahun 
sebanyak 13 orang. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rat umur responden 
berada pada umur produktif, yaitu mereka yang masih memiliki kemampuan fisik 
yang mendukung dalam menjalankan proses usaha peternakan. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Swastha (1997) yang menyatakan bahwa tingkat produktifitas 
kerja seseorang akan mengalami peningkatan sesuai dengan pertambahan umur, 




2. Jenis Kelamin 
 Jenis kelamin seseorang akan dapat berdampak pada jenis pekerjaan yang 
digelutinya. Produktivitas kerja seseorang dapat pula dipengaruhi oleh faktor jenis 
kelamin.Adanya perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan tentunya dapat 
berdampak pada hasil pekerjaan.Adapun klasifikasi responden berdasarkan jenis 
kelamin yang ada di RPH Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 3. Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin yang ada di RPH Kota 
Makassar 
No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase (%) 
1 Laki-laki 19 95 
2 Perempuan 1 5 
Jumlah  20 100 
Sumber: Data Primer Yang Telah Diolah, 2016 
 Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa keadaan responden di RPH Kota 
Makassar, Laki-laki merupakan bagian terbesar yang mengambil peran sebagai 
pelaku usaha pemotongan hewan dengan Jumlah 19 orang (95%) sedangkan 
perempuan hanya berjumlah 1 orang (5 %). Hal ini terjadi karena usaha ini 
membutuhkan tenaga kerja yang berat, namun tidak menutup kemungkinan bagi 
kaum perempuan untuk menggeluti usaha pemotongan hewan.Hal ini sesuai 
dengan pendapat Swastha (1996) yang mengatakan bahwa perempuan ataupun 
laki – laki dapat bekerja atau saling membantu dalam kegiatannya. 
3. Tingkat Pendidikan 
 Tingkat pendidikan seseorang merupakan suatu indikator yang 
mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu jenis 
pekerjaan tertentu atau tanggung jawab yang diberikan kepadanya.Adapun 
keadaan umum responden berdasarkan tingkat pendidikan di RPH Kota Makassar 
dapat dilihat pada tabel 4. 
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Tabel 4.Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di RPH Kota 
Makassar. 
 
No Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%) 
1. SD 0 0 
2. SMP 0 0 
3. SMA  15 75 
4. S1 5 25 
Jumlah 20 100 
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2016. 
 
 Pada tabel 4, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menyelesaikan 
pendidikannya sampai pada tingkat SMA/sederajat yaitu berjumlah 15 orang 
dengan persentase 75%.Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa 
mayoritas responden adalah responden yang telah mengenal pendidikan. Hal ini 







HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Sosialisasi UU No 18 Tahun 2009 Pasal 18 Ayat 2 Tentang Pelarangan 
Pemotongan Sapi Betina Produktif Di RPH Kota Makassar. 
 
 UU No. 18 Tahun 2009 ayat 2 menjelaskan bahwa pemotongan sapi betina 
produktif di larang terkecuali untuk keperluan tertentu, meskipun aturan ini sudah 
ada namun pemotongan tetap saja dilakukan, Undang-Undang yang berlaku 
sebaiknya terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka 
megetahui mengenai peraturan tersebut, untuk melihat intensitas sosialisai 
pelarangan pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Makassar dapat dilihat 
pada Tabel 5. 















Sosialisasi UU No 
18 Tahun 2009 
Pasal 18 Ayat 2 
Sering 3 0 0 0 
Jarang 2 5 10 50 
Tidak 
Pernah 
1 5 5 50 
Jumlah  10 15 100 
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2016. 
10          15 16.66                 23.32             30 
 
 
                                             TP                      J                       S 
Gambar 2. Skala Pengukuran Terhadap Sosialisasi Pelarangan 
Pemotongan Sapi Betina Produktif. 
 
 
Keterangan :  TP = Tidak Pernah                          
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J  = Jarang                                    
     S = Sering 
 Dari Tabel 5 memperlihatkan bahwa intensitas sosialisasi pelerangan 
pemotongan sapi betina produktif berada di skala tidak pernah dengan bobot 15 
dengan presentase 50 % responden menjawab tidak pernah dan 50% menjawab 
jarang, dimana 5 orang menjawab jarang yaitu pegawai RPH yang pada saat 
sosialisasi dilakukan tidak berada di lokasi sehingga hanya beberapa pegawai saja 
yang mengetahui dilakukannya sosialisasi tersebut dan 5 orang menjawab tidak 
pernah yaitu pengusaha/tukang jagal yang ada di RPH Kota Makassar yang tidak 
terlibat pada tahap sosialisasai dikarenakan sosialisasi dilakukan hanya pada 
tataran petugas dan pegawai RPH.Sosialisasi merupakan bentuk pengenalan atau 
pemberitahuan kepada masyarakat mengenai sesuatu, sehingga masyarakat 
mengetahui hal tersebut.Sehingga sosialiasi diharapkan tidak hanya diberikan 
kepada pihak-pihak tertentu saja, melainkan kepada semua kalangan yang secara 
langsung ataupun tidak langsung ikut andil dalam usaha pemotongan sapi di RPH. 
2. Monitoring UU No. 18 Tahun 2009 Pasal 18 Ayat 2 Tentang Pelarangan 
Pemotongan Sapi Betina Produktif Di RPH Kota Makassar. 
 
 Monitoring adalah suatu kegiatan pemantaun dari proses atau kebijakan yang 
dijalankan yang bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala serta mengantisipasi 
masala yang timbul dana tau akan timbul sehingga diambil tindakan sedini 
mungkin. Hal ini sesuai dengan Wollman (2003) dimana monitoring merupakan 
prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi 
dana tau mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan (on-going) tanpa 
mempertanyakan kausalitas. Untuk melihat intensitas sosialisai pelarangan 
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pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Makassar dapat dilihat pada 
Tabel6. 

















No 18 Tahun 2009 
Pasal 18 Ayat 2 
Sering 3 0 0 0 
Jarang 2 3 6 30 
Tidak 
Pernah 
1 7 7 70 
Jumlah  10 13 100 
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2016. 
10      13     16.66                 23.32             30 
 
 
                                             TP                      J                       S 
Gambar 3.Skala Pengukuran Terhadap Monitoring Pelarangan 
Pemotongan Sapi Betina Produktif. 
Keterangan :  TP = Tidak Pernah                          
J  = Jarang                                    
                    S = Sering 
Dari Tabel 6 memperlihatkan bahwa intensitas monitoring pelarangan 
pemotongan sapi betina produktif berada di skala tidak pernah dengan bobot 13 
dimana ada 3 responden menjawab jarang yaitu pegawai RPH yang pada saat 
monitoring dilakukan tidak berada di RPH sehingga hanya beberapa pegawai 
RPH yang mengetahui dilakukannya kegiatan monitoring tersebutterdapat7 
responden menjawab tidak pernah dilakukan monitoring mengenai pelarangan 
pemotongan sapi betina produktif yaitu pengusaha.tukang jagal yang tidak berada 
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di RPH Kota Makassar yang tidak terlalu mengerti mengenai tahapan monitoring 
yang dilakukan sehingga mereka mengatakan tidak pernah dilakukan tahapan 
monitoring. Hal ini menunjukkan bahwa monitoring mengenai pelarangan 
pemotongan sapi betina produktif berada pada kategori tidak pernah dilakukan, 
karena masih ada pihak-pihak yang tidak mengetahui dan mengerti mengenai 
tahapan monitoring di RPH Kota Makassar, sehingga memungkinkan untuk 
dilakukan pemotongan sapi betina produktif. Monitoring seharusnya dilakukan 
secara sering agar para pihak yang terlibat dalam proses pemotongan sapi dapat 
dikontrol sehingga pemotongan sapi betina produktif dapat dihindari. Hal lain 
yang didapatkan dilapangan yaitu petugas yang seharusnya melaksanakan hal 
tersebut terkesan membiarkan ketika terjadi kasus pemotongan sapi betina 
produktif dikarenakan sapi yang masuk di RPH memang kebanyakan merupakan 
sapi betina sehingga untuk melihat apakah sapi tersebut produktif atau tidak itu 
memerlukan waktu sedangkan permintaan konsumen (Palembara) sudah banyak, 
keberadaan dokter hewan juga tidak terlalu memberi dampak terhadap proteksi 
terhadap sapi betina produktif yang masuk di RPH hal ini dikarenakan suplai sapi 
betina memang lebih banyak dibandingkan jantan. 
3. Evaluasi UU No. 18 Tahun 2009  Pasal 18 Ayat 2 Tentang Pelarangan 
Pemotongan Sapi Betina Produktif Di RPH Kota Makassar. 
 
Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi 
masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan 
standar. Hal ini sesuai dengan pendapat King et al (1987), bahwa evaluasi adalah 
proses analitis menggunakan metodologi sosial-ilmiah untuk melihat apakah 
sebuah intervensi kebijakan (program, kegiatan) mengakibatkan output atau hasil 
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tertentu. Untuk melihat intensitas sosialisai pelarangan pemotongan sapi betina 
produktif di RPH Kota Makassar dapat dilihat pada Tabel7. 
















No 18 Tahun 2009 
Pasal 18 Ayat 2 
Sering 3 0 0 0 
Jarang 2 3 6 30 
Tidak 
Pernah 
1 7 7 70 
Jumlah  10 13 100 
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2016. 
10      13     16.66                 23.32             30 
 
 
                                             TP                      J                         S 
Gambar 4. Skala Pengukuran Terhadap Evaluasi Pelarangan 
Pemotongan Sapi Betina Produktif. 
Keterangan :  TP = Tidak Pernah                          
J  = Jarang                                    
S = Sering 
Dari Tabel7 memperlihatkan bahwa intensitas evaluasi pelarangan 
pemotongan sapi betina produktif berada di skala tidak pernah dengan bobot 13 
dimana ada 3 responden menjawab jarang yaitu pegawai RPH yang pada saat 
evaluasi yang dilakukan oleh dinas terkait tidak berada di RPH dan 7 responden 
menjawab tidak pernah dilakukan evaluasi mengenai pelarangan pemotongan sapi 
betina produktif yaitu pengusaha/tukang jagal di RPH Kota Makassar yang tidak 
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secara langsung terlibat pada tahapan evaluasi di RPH. Evaluasi di RPH dilakukan 
oleh dinas terkait yaitu Dinas Peternakan, dimana tahapan evaluasi ini hanya 
sebatas pengecekan dokumen-dokumen yang berada di RPH dimulai dari data 
sapi masuk hingga jumlah pemotongan per harinya, tidak secara langsung melihat 
apa yang terjadi di lapangan sehingga pihak dinas merasa tidak terjadi 
pelanggaran dari proses kegiatan yang ada di RPH. Hal ini menunjukkan bahwa 
masih lemahnya tahapan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan terhadap 
proses kegiatan yang ada di RPH Kota Makassar, sehingga memungkinkan 
pemotongan terhadap sapi betina produktif terjadi.  
4. Jumlah Pemotongan Sapi Betina Produktif Di RPH Kota Makassar. 
Pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Makassar memang sangat 
tinggi dimana angka pemotongannya dapat meningkat tiap minggunya, untuk 
melihat jumlah pemotongan sapi berdasarkan jenis kelamin di RPH Kota 
Makassar dapat dilihat pada tabel 8. 
Tabel 8.Jumlah Pemotongan Sapi Berdasarkan Jenis Kelamin Di RPH Kota 




Jantan (%) Betina (%) 
Minggu Ke I 98 (34.02) 288 (65.98) 386 (23.09) 
Minggu Ke II 89 (26.96) 330 (73.04) 419 (25.06) 
Minggu Ke III 150 (42.61) 352 (57.39) 502 (30.02) 
Minggu Ke IV 116 (46.58) 249 (53.42) 365 (21.83) 
Jumlah 
Pemotongan 
453 (27.09) 1219 (70.34) 1672 (100) 
Sumber : Data Primer Penelitian,2016 
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Dari data Tabel 8 dapat dilihat bahwa pemotongan sapi betina sangat 
sering dilakukan hal inidapat disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya sapi 
jantan yang dipasok, faktor ekonomi peternak, permintaan pasar, dan harga sapi 
betina lebih murah.Untuk melihat seberapa besar pengaruh faktor ini dapat dilihat 
pada Tabel 9. 














1. Kurangnya Sapi 
Jantan 
2 40 1 20 0 0 
2. Faktor Ekonomi 
Peternak 




2 40 5 100 1 20 
4. Harga Sapi 
Betina Lebih 
Murah 
0 0 1 20 2 40 
Sumber: Data Primer Yang Telah Diolah, 2016 
Dari Tabel 9 di atas dapat dilihat bahwa faktor yang paling dominan penyebab 
pemotongan sapi betina produktif yaitu faktor ekonomi peternak dengan 
presentase 100 % dibandingkan dengan faktor kurangnya sapi jantan dan 
permintaan pasar yang hanya mencapai angka presentase 40 %, hal ini disebabkan 
peternak kebanyakan menjual sapi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup 
merekan hal ini sesuai dengan pendapat Palmarudi,dkk (2011) penjualan sapi 
betina produktif dilakukan peternak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka 
dan untuk mendapatkan uang cash. 
5. Kurangnya Sapi Jantan 
Pemotongan sapi betina produktif salah satunya disebabkan oleh kurangnya 
sapi jantan yang disuplai ke RPH Kota Makassar, hal ini disebabkan karena 
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struktur populasi sapi potong memeang lebih dominan sapi betina dibandingkan 
sapi jantan, hasil Sensus Pertanian (2013) memperlihatkan bahwa jumlah populasi 
sapi betina sebanyak 705.119 ekor dan sapi jantan 278.917 ekor.Terdapat selisih 
yang sangat jauh antara jumlah sapi betina dan sapi jantan.Sapi jantan juga 
kebanyakan dikandangkan oleh peternak untuk dipersiapkan pada saat hari besar 
keagamaan seperti idul adha sehingga tidak tersedia untuk dipotong pada hari 
biasa. 
6. Faktor Ekonomi Peternak 
Faktor ekonomi peternak merupakan salah satu faktor yang sangat tinggi, hal 
ini disebabkan kebutuhan peternak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 
sehingga mereka rela untuk menjual sapi betina produktif mereka untuk 
disembelih. Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap 
banyaknya jumlah pemotongan sapi betina produktif Dari hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Palmarudi dkk (2014) menyatakan bahwa faktor utama peternak 
menjual sapi betina produktif adalah pendapat yang rendah dengan presentase 
sebesar 76,88 % dan pengalamannya dalam menjual sapi betina produktif ikut 
berperan dalam menjual sapi betina produktif  sebesar 77,39 %. 
7. Permintaan Pasar/Pemenuhan Suplai Daging 
Suplai daging untuk daerah Kota Makassar berada di angka 50 Ton atau 
sekitar 50-60 ekor/hari untuk disalurkan ke setiap daerah yang ada di sekitar Kota 
Makassar, dimana jumlah sapi betina sekitar 30-40 ekor dan sisanya sapi jantan. 
Untuk daerah Kota Makassar sendiri dari diperlukan suplai daging sebanyak 15 
Ton/hari, hal ini sesuai dengan pendapat Hastang dkk (2014) Kota Makassar 
merupakan konsumen daging terbesar di Sulawesi Selatan, yaitu sekitar 15 
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ton/hari. Sekitar 5 ton diantaranya disuplai dari PD RPH Kota Makassar.Hal 
inilah yang membuat pemotongan sapi betina produktif tetap dilakukan yaitu 
untuk memenuhi suplai daging kepada konsumen di Kota Makassar.  
8. Harga Sapi Betina Lebih Murah 
Pemotongan sapi betina produktif salah satu penyebabnya yaitu harga sapi 
betina di pasaran lebih murah dibandingkan dengan sapi jantan, harga sapi betina 
indukan di pasaran berharga sekitar Rp.7.000.000 sedangkan untuk jantan 
berharga Rp. 8.000.000, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Litbang Pertanian, 
(2012) dimana selisih harga sapi betina dan jantan dapat mencapai Rp. 500.000 – 
1.000.000/ekor dengan umur dan berat yang hampir sama, hal ini disebabkan 
kebanyakan pedagang sapi menyimpan sapi jantan mereka untuk dijual nanti pada 
saat hari besar keagamaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. 
Akibat dari hal ini maka untuk penyediaan daging setiap harinya diluar hari-hari 














1. Penerapan UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Pelarangan Pemotongan 
Betina Produktif di RPH Kota Makassar masih sangat jauh dari harapan 
dikarenakan aspek-aspek seperti sosialisasi, monitoring dan evaluasi 
mengenai UU tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. 
2. Faktor-faktor penyebab pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota 
Makassar yaitu 1.) Kurangnya pasokan sapi jantan ke RPH Kota 
Makassar, 2.) Kebutuhan Ekonomi Peternak, 3.) Permintaan Pasar/ 
Kurangnya Stok Daging Yang Dipasok, 4.)  Populasi Sapi Betina Lebih 
Banyak, 5.) Pengawasan Terhadap Pemotongan Sapi Betina Sangat 
Kurang, 6.) Harga Sapi Betina Lebih Murah, 7.) Sapi Jantan Banyak 
Disimpan Untuk Kebutuhan Hari Raya. Dimana faktor yang paling 
mempengaruhi yaitu faktor ekonomi peternak. 
Saran 
 Sebaiknya pemerintah lebih tegas dalam penegakan Undang-undang yang 
berlaku utamanya dalam hal sosialisasi, monitoring dan evaluasi sehingga upaya 
Swasembada daging yang selama ini diinginkan dapat terwujud. Hal lain yang 
harus diperhatikan juga agar produktivitas sapi ditingkatkan agar populasi sapi 
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Nama Umur JenisKelamin Alamat Pekerjaan 
1 Hijrah 35 Pr KelurahanTamangapa Pegawai 
2 Sofian, SE 42 Lk KelurahanTamangapa Pegawai 
3 Drs. Syahrir 47 Lk BTN CirakaKalegowa Pegawai 
4 Moch. LuthfieNoegraha, S.Si 42 Lk Kompleks Guru SMA 10 Makassar Pegawai 
5 Arifuddin, SE 43 Lk KelurahanTamangapa Pegawai 
6 H. Bur 60 Lk KelurahanTamangapa PenjualDaging/Konsumen 
7 H. Culanding 40 Lk Sukaria PenjualDaging/Konsumen 
8 H. Udin 40 Lk Bandang PenjualDaging/Konsumen 
9 H. Mamat 50 Lk PannaraAntang PenjualDaging/Konsumen 
10 H. Rasyid 55 Lk Sunu PenjualDaging/Konsumen 
11 H. Kallu 55 Lk KelurahanTamangapa Pengusaha/Pekerja RPH 
12 Ahmad Lala 37 Lk Karuwisi Pengusaha/Pekerja RPH 
13 DaengSalleng 37 Lk KelurahanTamangapa Pengusaha/Pekerja RPH 
14 H. Labiang 50 Lk KelurahanTamangapa Pengusaha/Pekerja RPH 
15 Umar 37 Lk KelurahanTamangapa Pengusaha/Pekerja RPH 
16 Muliadi 45 Lk Bone PemasokSapi 
17 H. Emmang 40 Lk Bone PemasokSapi 
18 Miang 55 Lk Bone PemasokSapi 
19 M. Erik 50 Lk Takalar PemasokSapi 


















































































































































































-Sapi jantan banyak 
disimpan untuk 





































1. Nama  : 
2. Umur  : 
3. Jenis Kelamin : 
4. Alamat : 




1. Dari mana suplai sapi potong yang ada di RPH Kota Makassar ? 
Jelaskan : 
 









4. Berapa jumlah sapi betina produktif yang di potong per harinya di RPH 




5. Apakah sosialisasi mengenai pelarangan pemotongan sapi betina produktif 




6. Seberapaseringintensitassosialisasi yang dilakukanolehdinasterkait ? 
a. Tidak sering 
b. Sering 
c. Sangat Sering 
 
7. Apakah monitoring  mengenai pelarangan pemotongan sapi betina 



















10. Apakah evaluasi mengenai pelarangan pemotongan sapi betina produktif 




11. Seberapa sering intensitas evaluasi yang dilakukan oleh dinas terkait ? 
a. Tidak sering 
b. Sering 
c. Sangat Sering 
 
12. Sanksi apakah yang diberikan kepada pihak yang melakukan pemotongan 










PEKERJA RPH (JAGAL) 
 




15. Berapa jumlah sapi betina produktif yang di potong per harinya di RPH 




16. Apakah sosialisasi mengenai pelarangan pemotongan sapi betina produktif 







17. Seberapa sering intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait ? 
a. Tidak sering 
b. Sering 
c. Sangat Sering 
 
18. Apakah monitoring mengenai pelarangan pemotongan sapi betina 




19. Seberapa sering intensitas monitoring yang dilakukan oleh dinas terkait ? 
a. Tidak sering 
b. Sering 
c. Sangat Sering 
 




21. Apakah evaluasi mengenai pelarangan pemotongan sapi betina produktif 




22. Seberapa sering intensitas evaluasi yang dilakukan oleh dinas terkait ? 
a. Tidak sering 
b. Sering 
c. Sangat Sering 
 
23. Sanksi apakah yang diberikan kepada pihak yang melakukan pemotongan 












25. Menurut bapak/ibu apa penyebab dari pemotongan sapi betina produktif di 
RPH Kota Makassar, dan bagaimana pendapat bapak mengenai hal 
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